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BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS
2.1
Kajian Pustaka

2.1.1
Akuntansi Sektor Publik
2.1.1.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik
Akuntansi sektor publik adalah sistem yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu alat pertanggungjawaban kepada publik. Sekarang terdapat perhatian yang makin besar terhadap praktek akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga publik, baik akuntansi sektor pemerintahan. Lembaga publik mendapat tuntutan dari masyarakat untuk dikelola secara transparan dan bertanggungjawab.
Menurut Indra Bastian (2010:3) akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai:
“Mekanisme teknis dan analisis akuntansi yang diterapkan pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan social, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta.”


Ruang lingkup akuntansi sektor publik meliputi badan-badan pemerintahan (pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan unit-unit kerja), organisasi sukarelawan, rumah sakit, perguruan tinggi, dan universitas, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi sektor publik, dan sebagainya.



Menurut Indra Bastian (2010:7) Lingkup akuntansi sektor publik, yaitu:


“Lingkup akuntansi sektor publik dapat dipandang sebagai turunan dari berbagai perkembangan pemikiran yang terjadi. Di Indonesia, ruang lingkup organisasi sektor publik meliputi lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, yayasan, partai politik, perguruan tinggi dan organissi-organisasi public nirlaba lainnya. Jadi, proses pelaporan dan pertanggungjawaban ke masyarakat harus segera diatur dalam kerangka standar akuntansi sektor publik”.



Selanjutnya menurut Mardiasmo (2004) menerangkan pengertian akuntansi sektor publik yang dikutip oleh Urip Santoso dan Yohanes Joni (2012) dan bukunya Tujuan dan Fungsi Laporan Sektor Publik bahwa akuntansi sektor publik adalah akuntansi sektor publik sebagai entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.



Berdasarkan dari pengertian di atas kesimpulannya akuntansi sektor publik merupakan aktivitas suatu pelayanan untuk kepentingan publik dan pengelolaan dana untuk publik.
2.1.1.2
Standar Akuntansi Sektor Publik



Standar akuntansi sektor publik memberi kerangka demi berjalannya fungsi-fungsi tahapan siklus akuntansi sektor publik, yaitu perencanaan, penganggaran, realisasi penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan, audit, dan pertanggungjawaban publik. Di Indonesia, standar akuntansi yang telah digunakan yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK), Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Ini merupakan panduan bagi pemakainya dalam melaksanakan fungsi terkait.Standar-standar tersebut merupakan acuan yang telah disepakati dan ditetapkan oleh organisasi yang berkompetensi serta berwenang dalam bidang terkait.


Standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan, sedngkan prosedur akuntansi merupakan praktek khusus yang digunakan untuk memimplementasikan standar. Untuk memastikan diikutinya prosedur yang telah ditetapkan, sistem akuntansi sektor publik harus dilengkapi dengan sistem pengendalian intern atas penerimaan atau pengeluaran dana publik.



Standar akuntansi sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan. Tidak adanya standar akuntansi yang memadai akan menimbulkan implikasi negatif berupa rendahnya realibilitas dan objektivitas informasi yang disajikan, inkonsistensi dalam pelaporan keuangan serta menyulitkan dalam pengendalian.



Proses penetapan dan pelaksanaan standar akuntansi sektor publik merupakan masalah yang serius bagi praktek akuntansi, profesi akuntansi, dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Pembuatan suatu standar mungkin dapat bermanfaat bagi suatu pihak, namun dapat juga merugikan bagi pihak lain. Penentuan mekanisme yang terbaik dalam menetapkan keseragaman standar akuntansi merupakan faktor penting agar standar akuntansi dapat diterima pihak-pihak yang berkepentingan dan bermanfaat bagi pengembangan akuntansi sektor publik itu sendiri.
2.1.1.3
Tujuan Akuntansi Sektor Publik
1) Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas operasi dan alokasi sumberdaya yang dipercayakan kepada organisasi.

2) Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer sektor publik untuk melaporkan pelaksanaan tanggungjawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumberdaya yang menjadi wewenangnya, dan memungkinkan bagi pegawai sektor public untuk melaporkan kepada publikatas hasil operasi pemerintahan dan penggunaan publik.  
2.1.2
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
2.1.2.1
Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah


Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengaman asset negara, dan ketaatan tehadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak, sehingga dalam pengembangan dan penerapanannya perlu dilakukan secara komprehensif dan harus memperhatikan aspek biaya manfaat (cost and benefit), rasa keadilan dan kepatuhan, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.



Definisi Sistem Pengendalian intern menurut Mulyadi (2010:163) mengemukakan:


“Sistem Pengendalian Intern meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.”


Definisi pengendalian intern menurut Committee of Sponsoring Organization treadway Commision (COSO), yang dikutip oleh Azhar Susanto (2010:103) adalah sebagai berikut:


“Pengendalian intern didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen dan karyawan yang dirancang untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan organisasi akan dapat dicapai, ketaatan terhadap undang-undang yang berlaku.”
Adapun pengertian sistem pengendalian intern menurut Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut: 

“Sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang diciptakan manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektifitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah.”
Sedangkan definisi sistem pengendalian pemerintah menurut Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 adalah sebagai berikut:
“Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat maupun daerah.”
2.1.2.2
Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Menurut tujuannya pengendalian intern dirancang untuk memberiksn jaminan bahwa tujuan organisasi akan dapat dicapai melalui efisiensi dan efektifitas operasi, penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya, dan ketaatan terhadap undang-undang dan aturan yang berlaku seperti yang tertera dalam pengertian pengendalian menurut COSO (Committee of Sponsoring Organization treadway Commision).

Pengertian sistem pengendalian intern yang diberikan tercakup pula tujuan dari sistem pengendalian intern itu sendiri yang menurut Mulyadi (2013:163) dibagi menjadi dua macam, yaitu:
1. Pengendalian Intern Akuntansi (Internal Accounting Control)

Pengendalian Intern Akuntansi, yaitu bagian dari sistem pengendalian intern, meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi.
2. Pengendalian Intern Administratif (Internal Administratif Control)

Pengendalian Intern Administratif, yaitu meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen.
Sedangkan Menurut Azhar Susanto (2013:95) tujuan pengendalian intern, yaitu:

“1. Efisiensi dan efektifitas operasi


  2. Penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya

3. Ketaatan terhadap undang-undang dan aturan yang berlaku.”

Menurut Mrdiasmo (2011:59) tujuan pengendalian intern, yaitu:
“1. Menjaga keamanan pemilik perusahaan

  2. Memeriksa ketelitian dan kebenaran informasi akuntansi

  3. Meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, dan

4. Membantu menjaga kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.”

Tujuan tersebut mengisyaratkan bahwa jika dilaksanakan dengan baik dan benar, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) akan memberi jaminan dimana seluruh penyelenggara negara, mulai dari pimpinan hingga pegawai di instansi pemerintah, akan melaksanakan tugasnya dengan jujur dan taat pada peraturan. Akibatnya, tidak akan terjadi penyelewengan yang dapat menimbulkan kerugian negara. Ini dapat dibuktikan, mislanya, melalui laporan keungan pemerintah yang handal dan mendapat predikat wajar tanpa pengecualian.
2.1.2.3
Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Pengendalian intern akuntansi yang baik akan menjamin keamanan, kekayaan para investor dan kreditor yang ditanamkan dalam perusahaan. Dengan unsur-unsur sistem pengendalian intern makan kekayaan akan lebih terjamin. Menurut Mulyadi (2013:164) unsur-unsur tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional secara tegas. Struktur organisasi merupakan kerangka (framework) pembagian tugas dan tanggungjawab fungsional dalam organisasi ini didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

a. Harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi akuntansi. Fungsi operasi adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk melaksanakan suatu kegiatan. Setiap kegiatan dalam perusahaan memerlukan otoritas dari manajer fungsi yang memiliki wewenang untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Fungsi penyimpanan adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk menyimpan aktiva perusahaan. Fungsi akuntansi adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk mencatat peristiwa keuangan perusahaan.

b. Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggungjawab untuk melaksanakan semua tahap suatu transaksi.
2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yangmemberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya. Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otoritas dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otoritas atas terlaksananya setiap transaksi.
3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap organisasi. Pembagian tanggungjawab fungsional dan sistem wewenang prosedur pencatatan yang telah diterapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya. Adapun cara-cara yang umumnya ditempuh oleh perusahaan dalam menciptakan praktikyang sehat adalah:

a. Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan oleh orang yang berwenang.

b. Pemeriksaan mendadak (surprised audit), jika dalam suatu organisasi dilaksanakan pemeriksaan mendadak terhadap kegiatan-kegiatan pokoknya, hal ini akan mendorong karyawan melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

c. Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang atau satu unit organisasi, tanpa ada campur tangan dari orang atau unit organisasi lain.
d. Perputaran jabatan (job rotation), peputaran jabatan yang diadakan secara rutin akan dapat menjaga independensi pejabat dalam melaksanakan tugasnya, sehingga persengkokolan di antara mereka dapat dihindari.

e. Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak, sehingga seandainya terjadi kecurangan dalam departemen yang bersangkutan, diharapkan dapat diungkapkan oleh pejabat yang menggantikan untuk sementara tersebut.

f. Secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan catatannya. Untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan catatan akuntansinya.

g. Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektifitas unsur-unsur sistem pengendalian intern yang lain, sehingga kekayaan perusahaan akan terjamin ketelitian dan keandalannya.

4. Karyawan yang mutunya sesuai dengantanggung jawabnya. Jika suatu perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, unsur pengendalian intern yang lain dapat dikurangi sampai batas minimum, dan perusahaan tetap mampu menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang dapat diandalkan. 


Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menurut Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri atas unsur: 
1. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya. Lingkungan pengendalian intern terdiri dari:
a. Penegakan intergritas dan nilai etika;

Penegakan intergritas dan nilai etika sekurang-kurangnya dilakukan dengan:


1) Menyusun dan menerapkan aturan perilaku,

2) Memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan instansi pemerintah,

3) Menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku

4) Menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau pengabaian pengendalian intern, dan 

5) Menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis.

b. Komitmen terhadap kompetensi

Komitmen terhadap kompetensi sekurang-kurangnya dilakukan dengan:

1) Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi pada instansi pemerintah;

2) Menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi untuk tumasing-masing posisi dalam instansi pemerintah;

3) Menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya; dan

4) Memilih pimpinan instansi pemerintah yang memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman yang luas dalam pengelolaan instansi pemerintah.
c. Kepemimpinan yang kondusif
Kepemimpinan yang kondusif sekurang-kurangnya ditunjukkan dengan:

1) Mempertimbangkan resiko dalam pengambilan keputusan;

2) Menerapkan manajemen berbasis kinerja;

3) Mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP;

4) Melindungi atas asset dan informasi dari akses dan penggunaan yang tidak sah;

5) Melakukan interaksi secara intensif pejabat tensif dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah; dan 

6) Merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan.

d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan sekurang-kurangnya dilakukan dengan:

1) Menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan instansi pemerintah;

2) Memberikan kejelasan wewenang dan tanggungjawab dalam instansi pemerintah;

3) Memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam instansi pemerintah

4) Melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis; dan 

5) Menetapkan jumlah pegawai yang sesuai, terutama untuk posisi pimpinan.

e. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat
Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1) Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggungjawabnya dalam rangka pencapaian tujuan instansi pemerintah;

2) Pegawai yang diberi wewenang memaunghami bahwa wewenang dan tanggungjawab yang diberikan terkait dengan pihak lain dalam Instansi pemerintah yang bersangkutan; dan 
3) Pegawai yang diberi wewenang memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggungjawab terkait dengan penerapan SPIP.

f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia
Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia dilaksanakan sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:

1) Penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai;

2) Penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen; dan

3) Supervisi periodik yang memadai tehadap pegawai.
g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif
Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif sekurang-kurangnya harus:

1) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
2) Memberikan peringatan dini dan meningkatan efektifitas manajemen resiko dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;

3) Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait 

Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait diwujudkan dengan adanya mekanisme saling uji antar Instansi pemerintah.

2. Penilaian Risiko

Komponen kedua dari sistem pengendalian intern pemerintah adalah penilaian risiko. Dalam rangka penilaian risiko, pimpinan instansi pemerintah dapat menetapkan tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Penilaian risiko terdiri atas:

a. Identifikasi resiko
b. Analisis resiko

Dalam rangka penilaian resiko, pimpinan instansi pemerintah menetapkan:

a) Tujuan Instansi Pemerintah

Tujuan utama Instansi Pemerintah memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai realistis, dan terkait waktu dan wajib dikomunikasikan pada seluruh pegawai. Untuk mencapai tujuan instansi pemerintah pimpinan instansi pemerintah menetapkan:
1) Strategi operasional yang konsisten, dan
2) Strategi manajemen terintegritas dan penilaian resiko.

b) Tujuan pada tingkat kegiatan
Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan sekurang-kurangnya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1) Berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis instansi pemerintah;

2) Saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan yang lainnya;

3) Relevan dengan seuruh kegiatan utama instansi pemerintah;

4) Mendukung unsur kriteria pengukuran;

5) Didukung sumber daya instansi pemerintah yang cukup;

6) Melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya.

c) Identifikasi Resiko
Identifikasi resiko sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan:

1) Menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif;

2) Menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali resiko dari faktor eksternal dan faktor internal; dan 

3) Menilai faktor lain yang dapat meningkatkan resiko.

Analisis resiko dilaksanakan untuk menentukan dampak dari resiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi pemerintah.Pimpinan instansi pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat resiko yang dapat diterima.
3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur yang dapat membantu memastikan dilaksanakannya arahan pimpinan instansi pemerintah untuk mengurangi resiko yang telah diidentifikasi selama proses penilaian resiko. Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sekurang-kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut:
a. Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok instansi pemerintah;
b. Kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian resiko;

c. Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikna dengan sifat khusus instansi pemerintah;

d. Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis;

e. Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis; dan 

f. Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan. 

Kegiatan Pengendalian terdiri atas:

a. Review atas kinerja instansi yang bersangkutan

Review atau kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dengan membandingkan kinerja dengan tolak ukur kinerja yang ditetapkan.

b. Pembinaan Sumber Daya Manusia 

Dalam melakukan pembinaan sumber daya manusia, pimpinan instansi harus sekurang-kurangnya:

1) Mengkomunikasikan visi, misi, tujuan, nilai, strategi instansi kepada pegawai.

2) Membuat strategi perencanaan dan pembinaan sumber daya manusia yang mendukung pencapaian visi dan misi.

3) Membuat uraian jabatan, prosedur, rekruitmen, program pendidikan dan pelatihan pegawai, sistem kompensasi program kesejahteraan dan fasilitas pegawai, ketentuan disiplin pegawai, sistem penilaian kerja serta rencana pengembangan air.

c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi

Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi, yang meliputi:

1) Pengendalian umum

a. Pengaman sistem informasi

1. Pelaksanaan penilaian resiko secara periodik yang komperhensif,

2. Pengembangan rencana yang secara jelas menggambarkan program pengamanan serta kebijakan dan prosedur yang mendukungnya,

3. Penetapan organisasi untuk mengimplementasikan dan mengelola program pengamanan,

4. Penguraian tanggung jawab pengamanan secara jelas,

5. Implementasi kebijakan yang efektif atas sumber daya manusia yang terkait dengan program pengamanan, dan 

6. Pemantauan efektifitas program pengamanan dan melakukan perubahan program pengamanan jika diperlukan.

b. Pengendalian atas asset 

Pengendalian atas asset sekurang-kurangnya mencakup:

1.  Klasifikasi sumber daya sistem informasi berdasarkan kepentingan dan sensitivitasnya,
2.  Identifikasi pengguna yang berhak dan otoritas akses ke informasi secara formal,

3.  Pengendalian fisik dan pengendalian logic untuk mencegah dan mendeteksi akses yang tidak diotorisasi, dan

4.  Pemantauan atas asset akses ke sistem informasi, investigasi atas pelanggaran, serta tindakan perbaikan dan penegakan disiplin.
c. Pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi.
Pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi sekurang-kurangnya mencakup:

1.  Otoritas atas fitur pemrosesan sistem informasi dan modifikasi program,

2.  Pengujian dan persetujuan atas seluruh perangkat lunak yang baru dan dimutakhirkan, dan 

3.  Penetapan prosedur untuk memastikan terselenggaranya pengendalian atas kepustakaan perangkat lunak.

d. Pengendalian atas perangkat lunak sistem

Pengendalian ats asset perangkat lunak sistem sekurang-kurangnya mencakup:

1.  Pembatasan akses ke perangkat lunak sistem berdasarkan tanggungjawab pekerjaan dan dokumentasi atas otoritasi akses,
2.  Pengendalian dan pemantauan atas akses dan penggunaan perangkat lunak sistem, dan 

3.  Pengendalian atas perubahan yang dilakukan terhadap perangkat lunak sistem.

e. Pemisahan tugas

Pemisahan tugas sekurang-kurangnya mencakup:

1. Identifikasi tugas yang tidak dapat digabungkan dan penetapan kebijakan untuk memisahkan ke tugas tersebut,

2. Penetapan pengendalian akses untuk pelaksanaan pemisahan tugas, dan

3. Pengendalian atas kegiatan pegawai melalui penggunaan prosedur, supervise, dan review.

f. Kontinuitas pelayanan

Kontinuitas pelayanan sekurang-kurangnya mencakup:

1. Penilaian pemberian prioritas, dan pengidentifikasian sumber daya pendukung atas komputerisasi yang kritis dan sensitive,

2. Langkah-langkah pencegahan dan minimalisasi potensi kerusakan dan terhentinya operasi computer,

3. Pengembangan dan pendokumentasian rencana komprehensif untuk mengatasi kejadian tidak terduga dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.
2) Pengendalian aplikasi
a. Pengendalian otoritas

Pengendalian otoritas sekurang-kurangnya mencakup:

1. Pengendalian terhadap dokumen sumber,

2. Pengesahan atas dokumen sumber,

3. Pembatasan akses ke terminal entri data, dan 

4. Penggunaan file induk dan laporan khusus untuk memastikan bahwa seluruh data yang diperoleh telah diotoritasi.

b. Pengendalian kelengkapan
Pengendalian kelengkapan sekurang-kurangnya mencakup:

1. Pengentrian dan pemrosesan seluruh transaksi yang telah diotoritasi ke dalam computer,

2. Pelaksanaan rekonsiliasi data untuk memperifikasi kelengkapan data,

c. Pengendalian akurasi 

Pengendalian akurasi sekurang-kurangnya mencakup:

1. Penggunaan desain entri data untuk mendukung akurasi data,

2. Pelaksanaan validasi data untuk mengidentifikasi data yang salah,

3. Pencatatan, pelaporan, investigasi, dan perbaikan data yang salah dengan segera, dan

4. Review atas laporan keluaran untuk mempertahankan akurasi dan validasi data.

d. Pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan file data 

Pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan file data sekurang-kurangnya mencakup:

1. Penggunaan prosedur yang memastikan bahwa hanya program dan file data versi terkini digunakan selama pemrosesan,

2. Penggunaan program yang memiliki prosedur untuk memverifikasi bahwa file computer yang sesuai digunakan selama pemrosesan,

3. Penggunaan program yang memiliki prosedur untuk mengecek internal file header labels sebelum pemrosesan, dan

4. Penggunaan aplikasi yang mencegah perubahan file secara bersamaan.

e. Pengendalian fisik asset 
Dalam melaksanakan pelaksanaan fisik atas asset pimpinan instansi pemerintah wajib menetapkan, mengiplementasikan, dan mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai:

1. Rencana identifikasi, kebijakan dan prosedur pengamanan fisik, dan

2. Rencana pemulihan setelah berencana

f. Penetapan dan review atas indicator dan ukuran kinerja

Dalam melaksanakan penetapan dan review indicator dan pengukuran kinerja, pimpinan instansi pemerintah harus:

1. Menetapkan ukuran dan indicator kinerja,

2. Mereview dan melakukan validasi secara periodic atas ketetapan dan keandalan ukuran dan indicator kinerja,

3. Mengevaluasi faktor penilaian ukuran kinerja, dan

4. Membandingkan secara terus-menerus data capaian kinerja dengan sasaran yang ditetapkan dan selisihnya dianalisis lebih lanjut.

g. Pemisahan fungsi

Dalam melaksanakan pemisahan fungsi, pimpinan instansi pemerintah harus menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh satu orang.

h. Otoritas dan transaksi atas kejadian yang penting

Dalam melakukan otoritas atas transaksi dan kejadian, pimpinan instansi pemerintah wajib menetapkan dan mengkomunikasikan syarat dan ketentuan otoritas kepada seluruh pegawai.
i. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian

Dalam melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu, pimpinan instansi pemerintah perlu mempertimbangkan:

1. Transaksi dan kejadian perlu diklarifikasikan dengan tepat dan dicatat segera, dan

2. Klasifikasi dan pencatatan yang tepat dilaksanakan dalam siklus transaksi kejadian.

j. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya

Pimpinan instansi wajib membatasi akses atas sumber daya dan pencatatannya dan melaksanakan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya. Dalam melaksanakan pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya, pimpinan instansi pemerintah wajib memberikan akses hanya kepada pegawai yang berwenang dan melakukan review atas pembatasan tersebut secara berkala.

k. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya

Dalam menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya, pimpinan instansi pemerintah wajib menugaskan pegawai yang bertanggungjawab terhadap penyimpanan sumber dan pencatatannya serta melakukakn review atas penugasan tersebut secara berkala.

l. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting.

Dalam menyelenggarakan dokumtasi yang baik, pimpinan instansi pemerintah wajib memiliki, memelihara, mengelola, dan secara berkala memutakhirkan dokumentasi yang mencakup seluruh sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting.

4. Informasi dan Komunikasi

Pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan instansi pemerintah harus sekurang-kurangnya:
a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; dan

b. Mengelola, mengembangkan dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.
5. Pemantauan Pengendalian Intern

Pimpinan pemerintah wajib melakukan pemantauan sistem pengendalian intern. Pemantauan sistem pengendalian intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya.
a. Pemantauan berkelanjutan 

Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervise, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanakan tugas.

b. Evaluasi terpisah

Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, review, dan pengujian efektifitas sistem pengendalian intern. Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah. Ruang lingkup dan frekuensi pengendalian harus memadai bagi instansi pemerintah.

c. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya

Tindak lanjut rekomndasi hasil audit dan review lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomndasi hasil audit dan review lainnya yang ditetapkan.

2.1.2.4
 Keterbatasan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah


Kehadiaran pengenalian intern pemerintah hanya dapat memberikan keyakinan memadai bagi manajemen atau pimpinan pemerintah berkaitan dengan pencapaian tujuan pengendalian intern entitas. Kemungkinan pencapaian tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan bawaan yang melekat dalam pengendalian intern sangatlah besar.


Keterbatasan sistem pengendalian intern menurut Bastian (2010:10) adalah sebagai berikut:

“Tidak ada sistem pengendalian intern yang dengan sendirinya dapat menjamin administrasi yang efisien serta kelengkapan dan akurasi pencatatan. Keterbatasan tersebut disebabkan oleh:

1. Pengendalian intern yang bergantung pada penilaian fungsi dapat dimanipulasi dengan kolusi

2. Otorisasi dapat diabaikan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu atau manajemen 

3. Personel keliru dalam memahami perintah sebagai akibat dari kelalaian tidak diperhatikan maupun kelelahan”.
Susanto (2010:117) menyatakan bahwa terdapat beberapa keterbatasan sistem pengendalian intern yang disebabkan oleh:
1. Kesalahan Manusia (Human error)
Yaitu kesalahan yang muncul ketika karyawan melakukan pertimbangan yang salah atau perhatiannya selama bekerja terpecah.

2. Penyimpangan Manajemen

Karena manajer atau suatu organisasi memiliki lebih banyak otoritas dibandingkan karyawan biasa, proses pengendalian efektif pada tingkat manajemen bawah dan tidak efektif pada tingkat atas.

3. Kolusi (Collusion)

Kolusi terjadi ketika dua atau lebih karyawan berkonspirasi untuk melakukan pencurian (korupsi) ditempat mereka kerja.

4. Manfaat dan Biaya (Cost and Benefit)

Konsep jaminan yang meyakinkan atau masuk akal mengandung arti bahwa biaya pengendalian internal tidak melebihi manfaat yang dihasilkannya. Pengendalian yang masuk akal adalah pengendalian yang menghasilkan manfaat yang lebih tinggi dari biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pengendalian tersebut.
2.1.3
Konsep Anggaran dan Penganggaran

Anggaran sektor publik merupakan rencana yang dipresentasikan dalam bentuk rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam suatu moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas.


Definisi Anggaran menurut Mardiasmo (2011) adalah :

“Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial”.
Definisi anggaran menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah adalah sebagai berikut :
“Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satu rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode”.


Sedangkan definisi anggaran menurut M. Nafarin (2012:19) mengemukakan bahwa :

“Anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang”.


Penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan tahapan yang cukup rumit dan mengandung nuansa politik yang tinggi.

Definisi penganggaran menurut PP No. 58 Tahun 2005 adalah:


“Penganggaran terpadu (unified budgeting) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana”.


Menurut Kenis (1979) dalam Setaiwan (2013) menyatakan bahwa:


“Suatu anggaran bukan saja sebagai rencana keuangan yang menganggarkan besarnya biaya dan pendapatan pada pusat pertanggungjawaban, tetapi juga merupakan alat pengendalian, koordinasi, komunikasi, evaluasi, dan alat penumbuh motivasi.”


Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrument kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Anggaran merupakan rencana kerja pemerintah daerah yang diekspresikan dalam bentuk uang (rupiah) dalam suatu periode tertentu.

2.1.3.1 Fungsi Anggaran

Terdapat beberapa fungsi yang menghubungkan anggaran dengan pemimpin dan para staf yang terkait didalamnya. Menurut Mardiasmo (2011) angagran berfungsi sebagai berikut:
1. Anggaran sebagai alat perencanaan (Planning Tool)

Perencanaan adalah proses penentuan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kaitannya dengan fungsi perencanaan, anggaran merupakan tujuan/target yang ditetapkan untuk dicapai dalam periode tertentu. Dalam rangka pencapaian rencana jangka pendek (sebagai bagian dari perencanaan jangka panjang), maka manajemen perlu menyusun anggaran sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.

2. Anggaran sebagai alat pengendalian (Control Tool)

Anggaran sebagai instrument pengendalian digunakan utuk menghindai adanya overspending,underspending, dan salah sasaran (misappropriation) dalam pengalokasian anggaran pada bidang lain yang bukan merupakan prioritas.

3. Anggaran sebagai alat politik (Fiscal Tool)

Melalui anggaran dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat digunkan untuk mendorong, memfasilitasi, dan mengkoordinasi kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

4. Anggaran sebagai alat politik (Politic Tool)
Dalam organisasi sektor publik, melalui anggaran dapat dilihat komitmen pengelola dalam melaksanakan program-program yang yang telat dijanjikan.

5. anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi (Coordination and    

Communication Tool)
Setiap unit kerja pemerintahan terkait dalam proses penyusutan anggaran.

Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadi pencapaian tujuan organisasi secara tidak konsisten

6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja (Performance Measurement Tool)

Dalam hal ini kinerja pemegang anggaran akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer public dinilai berdasarkan hasil yang diciptakan dikaitkan dengan anggaran yang telat ditetapkan.Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja.
7. Anggaran sebagai alat motivasi ( Motivation Tools)
Anggran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi pimpinan dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telat ditetapkan.
8. Alat menciptakan ruang public (Public Sphere)
Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, dan berbagai organisi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, anggaran memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik.

2. Anggaran merupakan target fiscal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan.

3. Anggaran menjadi landaasan pengenadlian yang memiliki konsekuaensi hukum.

4. Anggaran menjadi landasan penilaian kinerja.

5. Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah kepada publik.
Agar dapat memenuhi fungsi-fungsi tersebut, seluruh pimpinan dan para stafnya harus memiliki kualifikasi yang memadai dan memiliki pengetahuan, keterampilan, serta pola piker yang mendukung penerapan anggaran yang sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan. Hal ini dikareakan salah satu tujuan penyusunan anggaran adalah untuk mengkomunikasika harapan pimpinan kepada pihak-pihak terkait sehingga anggaran dimengerti, didukung, dan dilaksanakan.
2.1.3.2
Kegunaan dan Keterbatasan Anggaran

Ellen (2011:12) mengemukakan kegunaan anggaran sebagai berikut:

1. Adanya perencanaan terpadu.
2. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan.
3. Sebagai alat pengkoordinasian kerja.
4. Sebagai alat pengawasan kerja.
5. Sebagai alat evaluasi kegiatan perusahaan.
Meskipun anggaran mempunyai beberapa kegunaan, tetapi terdapat pula keterbatasan-keterbatasan, seperti yang dikemukakan Dedi Ismatullah (2010:15) antara lain:

a. Anggaran dibuat berdasarkan taksiran dan anggapan sehingga mengandung unsur ketidakpastian

b. Menyusun anggaran yang cermat memerlukan waktu, uang dan tenaga yang tidak sedikit sehingga tidak semua perusahaan mampu menyusun anggaran secara lengkap (komperhensif) dan akurat.

c. Bagi pihak yang merasa dipaksa untuk melaksanakan anggaran dapat mengakibatkan mereka menentang sehingga anggaran tidak akan efektif.

2.1.3.3
Karakteristik Anggaran

Karakter anggaran adalah keseragaman, keseluruhan transaksi organisasi, keteraturan penyerahan  rancangan per tahun anggarannya, akurasi prakiraan pendapat serta pengeluaran yang didasari oleh persetujuan, dan terpublikasi 


Menurut Bastian (2010) karakteristik anggaran publik terdiri dari:

1. Anggaran yang dinyatakan dalam satuan keuangan dan non-keuangan.

2. Anggaran yang umumnya mencakup jangka waktu tertentu, yaitu satu atau beberapa tahun.

3. Anggaran yang berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.

4. Usulan anggaran yang ditelaah dan disetujui oleh pihak berwenang yang lebih tinggi dari penyusunan anggaran.

5. Anggaran yang telah disusun hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.

2.1.3.4
Prinsip Anggaran

Menurut Mardiasmo (2011) prinsip-prinsip anggaran sektor publik meliputi:

1. Otoritasi oleh legislatif
Anggaran publik harus mendapat otorisasi dari legislative terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut.

2. Komperhensif

Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dananon-budgetair pada dasarnya adalah menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komperhensif.
3. Keutuhan anggaran 

Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum (general find).
4. Nondicretionary appropriation

Jumlah yang disetujiu oleh dewan legislative harus termanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif.

5. Periodik

Anggaran merupakan suatu proses yang periodic, dapat bersifat tahunan meupun multi-tahunan.

6. Akurat 

Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi (hidden reserve) yang dapat dijasikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan anggaran tidak efisien serta dapat mengakibatkan munculnya underestimate pendapatan dan overestimate pengeluaran.

7. Jelas

Anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat, dan tidak membingungkan.

8. Diketahui publik
Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas.

2.1.3.5
Tahapan dalam Siklus Anggaran

Menurut Mardiasmo (2011) Prinsip-prinsip pokok dalam siklus anggaran perlu diketahui dan dikuasai dengan baik oleh penyelenggaraan pemerintahan. Siklus anggaran meliputi empat tahap yang terdiri atas:

1. Tahap Persiapan Anggaran 
Pada tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Terkait dengan masalah tersebut, yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, hendaknya terlebih dahulu dilakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat. Selain itu, harus disadari adanya masalah yang cukup berbahaya jika anggaran pendapatan diestimasi pada saat bersamaan dengan pembuatan keputusan tentang anggaran pengeluaran.

2. Tahap Ratifikasi

Tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat. Pimpinan eksekutif tidak hanya memiliki managerial skill namun juga harus mempunyai political skill, salesman ship, dan coalition building yang memadai.Integritas dan kesiapan mental yang tinggi dari eksekutif sangat penting dalam tahap ini. Hal tersebut penting karena dalam tahap ini pimpinan eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan-pertanyaan dan bantahan-bantahan dari pihak legislatif.

3. Tahap Implementasi/Pelaksanaan Anggaran

Tahap ini merupakan tahap yang paling penting yang harus diperlihatkan oleh manajer keuangan adalah dimilikinya sistem (informasi) akuntansi dan sistem pengendalian manajemen.

4. Tahap Pelaporan dan Evaluasi

Tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengenalian manajemen yang baik, maka diharapkan tahap budget reporting dan evaluation tidak akan menemukan banyak masalah.

2.1.4
Kejelasan Sasaran Anggaran
2.1.4.1 Pengertian Kejelasan Sasaran Anggaran


Anggaran dalam sektor publik terkait dengan proses penetuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program aktifitas dalam satuan moneter yang menggunakan dana milik rakyat. Anggaran digunakan untuk mengendalikan biaya dan menentukan bidang-bidang masalah dalam organisasi tersebut dengan membandingkan hasil kinerja agar anggaran itu tepat sasaran dansesuai dengan tujuan maka diperlukan kerjasama yang baik antara bawahan dan atasan, pegawai dan manajer dalam penyususnan anggaran.


Kennis (1979) dalam Budi (2011) mengatakan terdapat beberapa karakteristik sistem penganggaran. Salah satu karakteristik anggaran adalah kejelasan sasaran anggaran. Pada konteks pemerintah daerah, kejelasan sasaran anggaran tercakup dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).


Kejelasan sasaran anggaran berimplikasi pada pimpinan, untuk menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai instansi pemerintah. Pimpinan akan memiliki informasi yang cukup untuk memprediksi masa depan secara tepat. Sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan SKPD untuk menyusun target anggaran. Selanjutnya target-target anggaran yang disusun akan sesuai dengan sasaran yang akan dicapai pemerintah daerah. Kinerja sendiri merupakan hasil akhir (output) organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi.

Menurut Herawaty (2011) menyatakan bahwa:

“Adanya pengukuran tingkat keberhasilan suatu organsisasi dalam bentuk mekanisme evaluasi, maka dapat diketahui kinerja suatu organisasi.”
Menurut Locke dan Latham dalam Putra (2013) menyatakan bahwa:
“Sasaran adalah apa yang hendak dicapai oleh karyawan, jadi kejelasan sasaran anggaran akan mendorong manajer lebih efektif dan melakukan yang terbaik dibandingkan dengan sasaran yang tidak jelas”.

Menurut Ida Bagus Agung Dharmanegara (2010:2) menyatakan bahwa:

“Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam suatu unit (satuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang.”

Menurut Kenis (1975) dalam Putra (2013) menyatakan bahwa:

“Kejelasan sasaran anggaran disengaja untuk mengatur perilaku karyawan, ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksana anggaran menjadi bingung, tidak tenang, dan tidak puas dalam bekerja.Hal ini menyebabkan pelaksana anggaran tidak termotivasi untuk mencapai kinerja yang tidak diharapkan”.
Sedangkan menurut Kenis (1979) dalam Suwandi (2013) menyatakan bahwa:

“Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian tersebut.”

Menurut Putra (2013) menyatakan bahwa:

“Dengan adanya kejalasan sasaran anggaran, kinerja suatu unit organisasi dinilai baik secara finansial. Sasaran anggaran yang jelas akan memumdahkan aparat untuk menyusun target-target anggaran, selanjutnya target-target anggaran yang disusun akan sesuai dengan sasaran yang akan dicapai oleh pemerintah daerah, sebaliknya apabila tidak adanya sasaran anggaran aparat akan memiliki informasi mengenai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi untuk mencapai tujuan dan target-target yang telah ditetapkan sebelumnya.”

Menurut Putra (2013) menyatakan bahwa:

“Kejelasan sasaran anggaran pada konteks pemerintah daerah, sasaran anggaran tercakup dalam Rencana Stratejik Daerah (Renstrada) dan Program Pembangunan Daerah (Propeda). Kejelasan sasaran anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai dalam Instansi Pemerintah.”

Menurut Ginting (2010) menyatakan bahwa:
“Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersbut. Oleh sebab itu sasaran anggaran pemerintah daerah harus dinyatakan secara jelas, spesifik dan dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggungjawab untuk melaksanakannya.”

Menurut Kennis (2011) menyatakan bahwa:

“Kejelasan sasaran anggaran yaitu menggambarkan tujuan anggaran yang dinyatakan secara jelas dan spesifik, serta dimengerti oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab terhadap pencapaiannya.”

Dari teori-teori diatas dapat disimpulakn bahwa kejelasan sasaran anggaran adalah tujuan anggaran yang digambarkan secara spesifik, jelas, dan mudah dimengerti.
2.1.4.2
Indikator Kejelasan Sasaran Anggaran

Setiap kegiatan organisasi harus dapat diukur dan dinyatakan keterkaitannya dengan pencapaian arah organisasi di masa yang akan datang yang dinyatakan dalam visi dan misi organisasi. Adanya pengukuran tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam bentuk mekanisme evaluasi, maka dapat diketahui kinerja suatu organisasi, Herawaty (2011).


Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan melalui kegiatan, program atau kebijaksanaan dalam pemerintahan dibutuhkan pembagian wewenang atau pendelegasian yang tepat. Pergeseran sistem pemerintahan Republik Indonesia dari sentralisasi ke desentralisasi didukung oleh UU Otonomi Daerah yang terdiri dari UU No.221/1999 tentang pemerintahan Daerah dan UU No.25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diberlakukan sejak Januari 2001. Menurut Gordon dan Miller (1976) dalam Nazarudin (1998) berpendapat, desentralisasi itu dibutuhkan karena adanya administrative yang semakin kompleks.Begitu pula tugas dan tanggungjawab, sehingga perlu pendistribusian otoritas pada manajemen yang lebih rendah, Herawaty (2011).

Menurut Locke dan Latham (1984) dalam Putra (2013) agar pengukuran sasaran anggaran efektif ada tujuh indikator yang diperlukan yaitu:
a) Tujuan : membuat secara terperinci tujuan umum tugas-tugas yang harus dikerjakan.

b) Kinerja : menetapkan kinerja dalam bentuk pertanyaan yang diukur.

c) Standar : menetapkan standar atau target yang ingin dicapai.

d) Jangka waktu : menetapkan jangka waktu yang dibutuhkan untuk pengerjaan.

e) Sasaran prioritas : menetapkan sasaran yang prioritas.

f) Tingkat kesulitan : menetapkan sasaran berdasarkan tingkat kesulitan dan pentingnya.

g) Koordinasi : menetapkan kebutuhan koordinasi.
Sedangkan menurut Abdullah (2003) dalam Rida Fahmi Bulan (2011)  indikator anggaran yaitu:
1) Jelas

Sasaran yang ingin dicapai harus jelas dan digambarkan secara terperinci sehingga semua pihak dapat memahami.
2) Spesifik

Sasaran yang ingin dicapai harus dirumuskan secara spesifik dan jelas, tidak menimbulkan intrepretasi yang bermacam-macam.Sasaran tersebut harus memberikan kepada unit kerja dalam merumuskan strategi atau tindakan terbaiknya.
3) Dapat dipahami

Sasaran yang dibuat secara jelas dan spesifik harus dapat dipahami oleh semua pihak agar tidak terjadi kesalahan dalam pencapaiannya.

2.1.4.3
Tujuan Kejelasan Sasaran Angaran

Kenis (1979) dalam Putra (2013) menjelaskan bahwa kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Kejelasan sasaran anggaran berimplikasi pada aparat untuk menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai instansi pemerintah. Ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksana anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja. Hal ini menyebabkan pelaksana anggaran tidak termotivasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Abdullah (2003) dalam Bulan (2011) menyatakan arah dan kebijakan umum APBD pada dasarnya memuat informasi mengenai tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh daerah yang bersangkutan dalam tahun anggaran tertentu. Tujuan dan sasaran APBD harus disesuaikan dengan lima kriteria sebagai berikut:
1. Spesifik, Sasaran yang ingin dicapai harus dirumuskan secara spesifik dan jelas, tidak menimbulkan interpretasi yang bermacam-macam. Sasaran tersebut harus memberikan kepada unit kerja dalam merumuskan strategi atau tindakan terbaiknya.

2. Terukur, Sasaran harus menyatakan dalam satuan ukuran tertentu sehingga memudahkan penilaian tingkat pencapaiannya.

3. Menantang tapi realistis, Sasaran harus menantang untuk dicapai, namun tetap realistis dan masih memungkinkan untuk dicapai.

4. Berorientasi pada hasil akhir, Sasaran harus difokuskan pada hasil atau pengaruh akhir yang akan dicapai, bukan pada proses atau cara mencapainya.

5. Memiliki batas waktu, Sasaran sebaiknya menentukan secara jelas kapan hasil atau pengaruh akhir yang akan ditetapkan tersebut akan dicapai.

2.1.5
Kinerja SKPD
2.1.5.1
Pengertian Kinerja 

Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam strategicplanning suatu organisasi.Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya.

Menurut Moeheriono (2012:96):


“Kinerja merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi baik secara kuantitatif maupun kualitataif dengan kewenangan dan tugas serta tanggungjawab masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika”.



Sedangkan pengertian kinerja menurut Mangkunegara (2010:65) adalah sebagai berikut:

“Kinerja adalah hasil kerja sacara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai tanggungjawab yang diberikan kepadanya.”


Ada pula pengertian kinerja menurut Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2014 adalah:

“Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.”
Menurut Chaizi Nasucha dalam Sinambela (2012:186) menyatakan bahwa:

“kinerja organisasi didefinisikan sebagai efektifitas organisasi secara menyeluruh untuk  memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenan melalui usaha-usaha yang sistematik dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus-menerus untuk mencapai kebutuhannya secara efektif”.
Penilaian kinerja pada dasarnya merupakan penilaian perilaku manusia dalam melaksanakan peran yang dimainkannya dalam mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Namun, sebenarnya kinerja mempunyai makna yang lebih luas, bukan hanya hasil kerja, tetapi termasuk bagaimana proses pekerjaan berlangsung. 

2.1.5.2
Pengertian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 bahwa “Satuan Kerja Perangkat Daerah  selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran atau pengguna barang.”

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, pengertian perangkat daerah adalah:


“Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang terdiri dari Sekertariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan daerah.”

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (pasal 120) tentang Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan perangkat daerah adalah:


“Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekertariat daerah, sekertariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.”

2.1.5.3
Aspek-aspek Kinerja 

Kinerja perlu dilakukan untuk mengetahui apakah selama pelaksanaan kinerja terhadap penyimpangan dari rencana yang ditentukan, apakah kinerja dicapai sesuai jadwal yang ditentukan atau apakah hasil kerja telah dicapai sesuai yang diharapkan. Pengukuran kinerja hanya dapat dilakukan terhadap kinerja yang terukur dan nyata.
Menurut Bastian (2010:331) manyatakan bahwa terlepas dari besar, jenis, sektor atau spesialisnya, setiap organisasi cenderung untuk tertarik pada pengukuran kinerja dalam aspek-aspek berikut ini:”

1. Aspek Finansial
Aspek finansial, yaitu anggaran suatu instansi pemerintah. Karena aspek finansial dapat dianalogikan aliran darah dalam tubuh manusia, maka aspek finansial merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja.

2. Kepuasan Pelanggan

Dalam globalisasi perdagangan peran dan posisi pelanggan sangat kursial dalam penetuan strategi perusahaan. Hal ini serupa juga pada instansi pemerintah. Dengan demikian banyaknya tuntutan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas, maka instansi pemerintah dituntut untuk secara terus menerus memberikan pelayanan yang berkualitas prima. Untuk itu pengukuran kinerja perlu didesain sehingga pimpinan dapat memperoleh informasi yang relevan atas tingkat kepuasan pelanggan.

3. Operasi Bisnis Internal

Operasi bisnis internal diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan instansi pemerintah sudah seirama untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi seperti yang tercantum dalam rencana strategis.

4. Kepuasan Pegawai

Dalam setiap organisasi, pegawai merupakan asset yang harus dikelola dengan baik. Untuk menghasilkan suatu kinerja yang optimal diperlukan sumber daya manusia yang memadai dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Hal tersebut berlaku juga pada instansi pemerintah. Sumber daya aparatur yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai sangat diperlukan dalam proses penyediaan barang dan jasa publik. Selain itu pengetahuan, kemampuan dan pertumbuhan karir karyawan merupakan salah satu aspek penting untuk mendorong tercapainya tujuan organisasi.

5. Kepuasan Komunitas dan Shareholders/Stakeholders
Pengukuran kinerja perlu dirancang untuk mengakomodasikan kepuasan para stakeholders. Instansi pemerintah yang tidak beroperasi “in vacuum” artinya kegiatan instansi pemerintah berinteraksi dengan berbagai pihak yang menaruh kepentingan terhadap keberadaannya. Untuk itu informasi dari pengukuran kinerja perlu didesain untuk mengakomodasikan kepuasan dari stakeholders.
6. Waktu

Ukuran waktu juga merupakan variabel yang diperhatikan dalam desain pengukuran kinerja. Betapa sering kita membutuhkan informasi untuk pengambilan keputusan, namun informasi tersebut lambat diterima. Sebaliknya informasi yang ada sering sudah tidak relevan atau kadaluarsa.


Perhatian dan penerapan pengukuran pada aspek diatas merupakan bagian yang signifikan atas sistem pengukuran kinerja yang berhasil. Disamping kesamaan dalam aspek informasi yang diharapkan dari kinerja, ada perbedaan penekanan pengukuran kinerja dalam organisasi sektor swasta dan organisasi sektor publik, yaitu pada sektor swasta, pengukuran utama atas keberhasilan kinerja adalah profit (keuntungan) sedangkan pada sektor publik kinerja diukur dengan cara membandingkan misi dan tujuan dengan capaiannya.
Penilaian Kinerja yang didasarkan pada aspek kinerja yang dikemukakan oleh Mitchell dalam Sedarmayanti (2009:51):

1. Kualitas kerja (Quality of work)
2. Ketepatan waktu (Prompiness)
3. Inisiatif (Initiative)
4. Kemampuan (Capability)
5. Komunikasi (Communication)
Adapun Penjelasan dari ke lima aspek tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kualitas Kerja (Quality of work)
Kualitas terdiri dari sejumlah keistimewaan hasil kerja yang memenuhi keinginan dan tanggungjawab yang merupakan bagian dari tujuan organisasi dan dengan demikian memberikan kepuasan atas penggunaan hasil kerja tersebut. Kualitas terdiri dari segala sesuatu yang bebas dari kekurangan atau kerusakan.

2. Ketepatan Waktu (Prompiness)
Berkaitan dengan sesuai atau tidaknya waktu penyelesaian pekerjaan  dengan target waktu yang direncanakan. Setiap pekerjaan diusahakan untuk selesai sesuai dengan rencana agar tidak mengganggu pada pekerjaan yang lain.

3. Inisiatif (Initiative)
Semangat untuk melaksanakan tugas-tugas baru dan mempunyai kebebasan untuk berinisiatif agar pegawai aktif dalam menyelesaikan pekerjaannya.

4. Kemampuan (Capabilty)
Setiap pegawai harus benar-benar mengetahui bidang pekerjaan yang ditekuninya. Serta mengetahui arah yang diambil organisasi, sehingga jika telah menjadi keputusan, mereka tidak ragu-ragu lagi untuk melaksanakannya sesuai dengan rencana dalam mencapai tujuan organisasi.

5. Komunikasi (Communication)
Seorang pemimpin dalam mengambil keputusan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengemukakan saran dan pendapatnya. Pimpinan mengajak para bawahan untuk ikut berpartisipasi dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Keputusan terakhir tetap berada di tangan pimpinan. Akan menimbulkan kerja sama yang lebih baik dan akan terjalin hubungan-hubungan yang semakin harmonis di antara para pegawai dan para pimpinan, yang juga dapat menimbulkan perasaan senasib sepenanggungan.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.Selain itu, indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja organisasi atau unit kerja yang bersangkutan hari demi hari menujukan kemajuan.Kemajuan kinerja yang dicapai tidak terlepas dari perilaku yang baik dan peran pimpinan serta para pegawainya untuk bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian tanpa perilaku yang baik, sulit bagi kita untuk mencapai kinerja yang diinginkan.

2.1.5.4
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja

Kinerja merupakan suatu kontrak  multidimensional yang mencakup banyak faktor yang mempengaruhinya. Menurut Mahmudi (2010:20) faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja antara lain:

1. Faktor Personal/ individu.

Faktor ini meliputi: pengetahuan, ketersmpilan (skill), kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki setiap individu.
2. Faktor Kepemimpinan

Faktor ini meliputi: kualitas dalam memberikan dorongan, semangat, arahan, dan dukungan yang diberikan manajer dalam timleader.

3. Faktor Tim

Faktor ini meliputi: kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap seksama anggota tim, kekompakan dan keeratan anggota tim.

4. Faktor Sistem

Faktor ini meliputi: sistem kerja, fasilitas kerja, atau infrasturktur yang diberikan oleh organisasi, proses organisasi dan kultur kinerja dalam organisasi.

5. Faktor Kontekstual (situasional)
Faktor ini meliputi: tekanan dan perubahan lingkungan ekstrenal dan internal.

Faktor kinerja karyawan adalah kecenderungan apa yang membuat karyawan dapat mengahsilkan produktivitas kerja yang baik, baik dari segi kualitas maupun kuantitas berdasarkan standar kerja yang ditentukan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja karyawan adalah faktor kemampuan (ability) dan motivasi (motivation).Hal ini sesuai dengan pendapat Keith Davis yan dikutip oleh Mangkunegara (2011:67) yang menyatakan bahwa:

1. Human Performance = ability + motivation
2. Motivation = attitude + situation
3. Ability = Knowledge + skill
Penjelasan lebih rinci dari setiap unsur dalam faktor kinerja menurut Mangkunegara (2011:67) adalah:
1. Faktor Kemampuan (Ability)
Secara psikologis, kemampuan (ability) terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan reality (knowledge+skill). Artinya pimpinan dan pegawai yang memiliki IQ di atas rata-rata (IQ 110-120) dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka ia akan lebih mudah mencapai kinerja yang diharapkan. Oleh karena itu, karyawan perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya.

2. Faktor Motivasi (Motivation)
Motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seorang karyawan dalam menghadapi situasi (situation) kerja, sikap mental seorang karyawan yang mampu secara fisik, mampu memanfaatkan, dan menciptakan situasi kerja.

2.1.5.5
Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja

Dalam peningkatan kinerja terdapat tujuh langkah yang dapat dilakukan menurut Mangkunegara (2011:22) adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui adanya kekurangan dalam kinerja dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu:

a. Mengidentifikasi masalah melalui data dan informasi yang dikumpulkan terus menerus mengenai fungsi-fungsi bisnis.

b. Mengidentifikasi melalui pegawai.

c. Memperhatikan masalah yang ada.

2. Mengenai kekurangan dan tingkat keseriusan. Untuk memperbaiki langkah tersebut, diperlukan beberapa informasi, antara lain:

a. Mengidentifikasi masalah setepat mungkin.

b. Menentukan tingkat keseriusan masalah.

3. Mengidentifikasi hal-hal yang mungkin menjadi penyebab kekurangan, baik yang berhubungan dengan sistem maupun yang berhubungan dengan karyawan itu sendiri.

4. Mengembangkan rencana tindakan untuk menanggulangi penyebab kekurangan tersebut.

5. Melakukan rencana tindakan tersebut.

6. Melakukan evaluasi apakah masalah tersebut sudah teratasi atau belum.

7. Mulai dari awal apabila perlu.

Setelah mengikuti langkah-langkah peningkatan kinerja, untuk mengoptimalkan kinerja karyawan salah satu cara yang digunakan untuk melihat perkembangan peusahaan adalah dengan cara melihat hasil penilaian kinerja. Sasaran yang menjadi objek kinerja adalah kecakapan, kemampuan karyawan dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas-tugasnya, dari hasil penilaian tersebut dapat dilihat seberapa besar kinerja perusahaan yang dicerminkan oleh kinerja karyawan.

2.1.5.6
Pengukuran Kinerja

Tahap setelah operasionalisasi anggaran adalah pengukuran kinerja untuk menilai prestasi manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bagaimana bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Pusat pertanggungjawaban berperan untuk menciptakan indikator kinerja sebagai dasar untuk menilai kinerja.Dimilikinya sistem pengukuran kinerja yang handal (reliable) merupakan suatu kunci suksesnya organisasi.

Hildebrand dan McDavid (2011) mengungkapkan :

“Pengukuran dan pelaporan kinerja bermanfaat untuk meningkatkan program akuntabilitas”.
Gary Dessler dalam Pasolong (2013:182) menyatakan bahwa:

“Penilaian kinerja adalah merupaka upaya sistematis untuk membandingkan apa yang dicapai seseorang dibandingkan dengan standar yang ada.Tujuannya, yaitu untuk mendorong kinerja seseorang agar bisa diatas rata-rata.”

Pengukuran kinerja menurut Mardiasmo dalam Sinambela (2012:187) mempunyai tiga tujuan, yaitu:

1. Membantu memperbaiki kinerja agar kegiatan terfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja.

2. Pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.

3. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

2.1.5.7
Indikator Kinerja

Indikator kinerja (performance indicator) indicator kadang-kadang digunakan secara bergantian dengan pengukuran kinerja (performance measure), tetapi banyak pula yang membedakannya. Pengukuran kinerja berkaitan dengan hasil yang dapat dikuantitatifkan dan mengusahakan data setelah kejadian, sementara itu, indikator kinerja dipakai untuk aktivitas yang dapat ditetapkan secara lebih kualitatif atas dasar prilaku yang diamati (Wibowo, 2010).

Menurut BPKP dalam Abdullah (2014:145) menyatakan bahwa:
“Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.”

Sementara itu menurut Lohman (2003) dalam Abdullah (2014:145)

“Indikator kinerja adalah suatu variabel yang digunakan untuk mengekspresikan secara kuantitatif efektivitas dan efisiensi proses atau operasi dengan berpedoman pada target-target dan tujuan organisasi.”


Dalam pandangan lain, Moeheriono (2012:108) mendefinisikan indikator kinerja sebagai berikut:

a. Indikator kinerja adalah nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur output atau outcome suatu kegiatan.

b. Indikator kinerja adalah alat ukur yang dipergunakan untuk menentukan derajat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya.”

Menurut Dwiyanto dalam Pasolong (2013:178) menjelaskan beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja, yaitu:

1. Produktivitas, yaitu tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga mengukur efektifitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai ratio antara input dengan output

2. Kualitas Layanan, banyak pandangan negative yang terbentuk mengenai organisasi public yang muncul karena ketidakpuasan publik terhadap kualitas. Dengan demikian menurut Dwiyanto kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja birokrasi publik.

3. Responsivitas, yaitu menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimaksudkan sebagai salah satu indicator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan birokrasi public dalam menjalankan misi dam tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
4. Responsibilitas, yaitu menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan birokrasi public itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administasi yang benar dengan kebijakan birokrasi, baik yang eksplisit maupun implicit.

5. Akuntabilitas, yaitu menunjukan seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat.
Menurut Hersey, Blanchard dan Jhonson dalam Wibowo (2011:102) terdapat tujuh indikator kinerja, yaitu:
1. Tujuan

Tujuan menunjukkan ke arah aman kinerja harus dilakukan.Atas dasar arah tersebut, dilakukan kinerja untuk mencapai tujuan. Kinerja individu maupun organisasi dikatakan berhasil apabila dapat mencapai tujuan yang diinginkan.
2. Standar

Standar merupakan suatu ukuran apakah tujuan yang diinginkan dapat dicapai. Tanpa standar, tidak dapat diketahui kapan suatu tujuan tercapai.Kinerja seseorang dikatakan berhasil apabila mampu mencapai standar yang ditentukan atau disepakati bersama antara atasan dan bawahan.
3. Umpan Balik

Umpan balik merupakan masukan yang dipergunakan untuk mengukur kemajuan kinerja, standar kinerja, dan pencapaian tujuan. Dengan umpan balik dilakukan evaluasi terhadap kinerja dan sebagai hasilnya dapat dilakukan perbaikan kinerja.
4. Alat atau Sarana

Alat atau Sarana merupakan faktor penunjang untuk pencapaian tujuan. Tanpa alat atau sarana, tugas pekerjaan spesifik tidak dapat dilakukan dan tujuan tidak dapat diselesaikan sebagaimana seharusnya.

5. Kompetensi

Kompetensi merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menjalankan pekerjaan yang diberikan kepadanya dengan baik. Kompetensi memungkinkan seseorang mewujudakan tugas yang berkaitan dengan pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
6. Motif

Motif merupakan alas an atau pendorong bagi seseorang untuk melakukan sesuatu, tanpa dorongan motif untuk mencapai tujuan, kinerja tidak akan berjalan.
7. Peluang
Peluang perlu mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan prestasi kerjanya. Tugas mendapatkan prioritas lebih tinggi, mendapat perhatian lebih banyak, dan mengambil waktu yang tersedia.


Rencana kinerja ini mengungkapkan seluruh target kinerja yang ingin dicapai (output/outcome) dari seluruh sasaran stratejik dalam tahun yang bersangkutan serta strategi untuk mencapainnya. Rencana kinerja ini merupakan tolak ukur yang akan digunakan dalam penilaian kinerja penyelenggara pemerintah untuk suatu periode tertentu. Setelah rencana kinerja ditetapkan, tahap selanjutnya adalah pengukuran kinerja. Dalam melaksanakan kegiatan, dilakukan pengumpulan dan pencatatan data kinerja. Data kinerja tersebut merupakan capaian kinerja yang dinyatakan dalam suatu indicator kinerja. Dengan diperlukannya data kinerja yang akan digunakan untuk pengukuran kinerja, instansi pemerintah perlu mengembangkan sistem pengumpulan data kinerja, yaitu tatanan, insrumen, dan metode pengumpulan data kinerja.
2.2
Penelitian Terdahulu


Beberapa penelitian yang telah dilakukan yang berkaitan dengan sistem pengendalian intern pemerintah dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instnasinpemerintah, yaitu sebagai berikut:
Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

	No
	Nama
	Judul
	Kesimpulan

	1. 
	Nur Afrida (2013)
	Pengaruh Desentralisasi dan Sistem pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kinerja Manajerial SKPD
(Studi Empiris pada Pemerintah Kota Padang)
	Berdasarkan hasil analisis statistik dalam penelitianiniditemukan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja manajerial SKPD.

	2.
	Anis Nurlaili (2014)
	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern terhadap Kinerja Instansi Pemerintah
(Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Jember
	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap Kinerja SKPD. Sehingga semakin tinggi sistem pengendalian intern pemerintah maka akan semakin tinggi pula kinerja instansi pemerintah. Sistem pengendalian intern yang efektif akan berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

	3.
	Deki Putra (2013)
	Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhdap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang)
	Hipotesis kedua penelitian ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengrauh signifikan positif terhadap kinerja manajerial SKPD,

	4.
	Gede Herry Merta Primadana (2014)
	Pengaruh Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Struktur Desentralisasi terhadap Kinerja Manajerial SKPD dengan Pengawasan Internal Sebagai Variabel Pemoderasi

(Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten Bandung)
	Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial SKPD dengan nilai hitung thitungadalah 2,179 > nilaittabel2,005 dengan nilai signifikan 0,034 yang berada dibawah atau lebih kecil dari 0,05.


2.3
Kerangka Pemikiran 
2.3.1
Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja SKPD


Sistem pengendalian intern yang baik dalam suatu pemerintah akan mampu menciptakan keseluruhan proses kegiatan yang baik pula, sehingga akan memberi keyakinan bagi pemerintah bahwa aktivitas yang dilaksanakan telah berjalan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien, dalam hal tersebut akan memberikan dampak positif bagi kinerja instansi pemerintah.
Dalam penyelenggara otonomi daerah, pemerintah diberikan kewenangan yang luas untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintah, hal itu tidak terlepas dari misi dan visi yang telah ditetapkan melalui kegiatan, program, atau kebijaksanaan.

Dalam PP No 60 Tahun 2008 tersebut kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arah pimpinan instansi pemerintah dilaksanakan.Kegiatan pengendalian harus efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan organisasi serta sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi suatu instansi pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian intern terdiri atas review atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan.


COSO menjelaskan secara tegas pengaruh pengendalian intern pemerintah terhadap kinerja perusahaan/organisasi. Dalam executive summary, COSO menyebutkan:


“Internal control can help entity achieve its performance and profitability targets, and prevent loss of resources. It can help ensure reliable financial reporting. And it can help to ensure that the enterprise complies with law and regulations, avoiding damage to its reputation and other consequences.”

Pernyataan tersebut secara eksplisit menyebutkan bahwa pengendalian internal dapat membantu entitas untuk mencapai tingkat kinerja yang ditargetkan dan mencegah terjadinya kehilangan sumber daya. Suatu kinerja yang baik tidak terlepas dari pengendalian.

Menurut Fogelbreg dan Griffith (2000) dalam Cecillia (2011) menyatakan:


“Sistem pengendalian intern merupakan bagian yang sangat penting dalam spectrum mekanisme pengendalian keseluruhan yang digunakan untuk memotivasi, mengukur dan member sanksi atas tindakan-tindakan manajer dan karyawan dari suatu organisasi. Sistem pengendalian yang efektif merupakan prasyarat bagi kinerja yang sangat lebih baik. Penggunaan sistem pengendalian akan meyebabkan peningkatan kinerja organisasi dengan mendorong pengambilan keputusan oleh para manajer secara lebih baik.”



Penelitian yang dilakukan oleh Asep (2013), meneliti tentang pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap kinerja instansi pemerintah dareah pada Kabupaten Purwakarta. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah.

2.3.2
Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja SKPD

Anggaran merupakan komponen penting dalam sebuah organisasi, baik sektor publik maupun swasta. Setiap entitas pencari laba maupun nirlaba bisa mendapatkan manfat dari perencanaan dan pengendalian yang diberikan oleh anggaran. Selain itu anggaran dapat membantu komunikasi dan koordinaasi sehinga dapat memperoleh informasi yang relevan dari pekerjaan.


Peneliti Kenis (1979) dalam Putra (2013) menyatakan:

“Kejelasan sasaran anggaran menggambarkan luasnya sasaran anggaran yang dinyatakan secara jelas dan spesifik, dan dimengerti oleh pihak yang bertanggungjawab terhadap pencapainnya.sasaran yang tidak jelas atau membingungkan dapat menimbulkan ketengangan dan ketidakpastian para pelaksana, implikasinya pada penurunan kinerja yang berarti juga penurunan kinerja yang berarti juga penurunan kinerja instansi organisasi. Namun sebaliknya, jika kejelasan sasaran anggaran dinyatakan secara jelas maka kinerja instasni pemerintah semakin meningkat.”
Penelitian dari Annisa (2013) tentang kejelasan sasaran anggaran dan desentralisasi terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan kejelasan sasaran anggaran dan desentralisasi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.







Gambar 2.1 Paradigma Penelitian
2.4
Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2011:93) pengertian hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.


Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kinerja SKPD
H2
Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positf terhdap Kinerja SKPD
H3
Terdapat Pengaruh terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja SKPD.
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)


(X1)





Dimensi:


Lingkungan Pengendalian


Penilaian resiko


Kegiatan Pengendalian


Informasi dan Komunikasi


Pemantauan





Sumber : PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP 




















Kinerja SKPD


(Y)





Dimensi:


Kuantitas Pekerjaan


Kualitas Pekerjaan


Kemandirian


Inisiatif


Adaptabilitas


Kerjasama





Sumber: Mondy (1999) dalam Donni Juni Priansa (2014:271)





Kejelasan Sasaran Anggaran


(X2)





Dimensi:


Tujuan


Kinerja


Standar


Jangka waktu


Sasaran prioritas


Tingkat kesulitan


Koordinasi





Sumber : Locke Latham (1984) dalam Putra (2013)
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